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ABSTRACT

This writing is trying to analyze the Implementation Minimum Standard of Service particularly in Permit­
tance Service related to create the accountable Jembrana Local Government. In order to reach the purpose, this 
study is using qualitative method by observing the secondary data from various resources. This study shows that 
Jembrana Local Government is successful to implement Minimum Standard of Service particularly in Permittance 
Service through procedure assurance, time assurance and cost assurance. The implementation has the effect in 
increasing indigenous region income, number of trader, employment and investment. The effects then, will cre­
ate accountable local government. Furthermore, Pematangsiantar Local Government can make this model to be 
implemented in its region.

Keyword: Minimum standard of service, Permittance, Accountable

ABSTRAK

Kajian ini berusaha untuk menganalisis keterkaitan antara Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
khususnya Bidang Perizinan dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel di Kabupaten 
Jembrana. Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat data-data 
sekunder dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana telah berhasil 
menerapkan SPM bidang perizinan dengan kepastian prosedur, kepastian waktu dan kepastian biaya. implementasi 
SPM berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), jumlah pedagang, penyerapan tenaga kerja dan 
investasi sehingga menciptakan Pemerintah Daerah yang akuntabel. Kemudian, dijadikan model bagi Pemerintah 
Kota Pematangsiantar bagi Implementasi SPM.

Kata kunci: Standar pelayanan minimal, izin, Akuntabel

Pendahuluan
Pelayanan publik yang berkualitas sangat 
didambakan oleh masyarakat karena sangat erat 
kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan 

masyarakat melalui pemenuhan hak-haknya 
sebagai warga negara. Karena secara langsung 
menyentuh kepentingan masyarakat, pemerintah 
berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik 
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di setiap unsur penyelenggaraan pemerintahan. 
Pemerintah daerah, sebagai bagian birokrasi 
pemerintahan, merupakan institusi yang paling 
dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan 
dapat mengerti apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 

Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah mewa-
jibkan Pemerintah daerah untuk mencapai standar 
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan 
dasar masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyu-
sunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM), pemerintah telah menetapkan aturan 
keharusan diterapkannya urusan wajib daerah, 
terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar 
sesuai dengan SPM,1 yang diharapkan bermuara 
pada penciptaan kesejahteraan rakyat. 

Adanya standar dalam pelayanan publik 
dapat mengurangi adanya ketidakseragaman 
proses. Selain itu, standar tersebut dapat digu-
nakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pelayanan. Dengan demikian, 
adanya standar pelayanan publik maka konsistensi 
pelayanan publik akan meningkat, terjadinya 
kesalahan akan berkurang dan efisiensi dalam 
pelayanan akan meningkat.2

Jenis pelayanan publik yang menjadi priori-
tas untuk penyusunan SPM, adalah pelayanan per-
izinan. Pelayanan perizinan, khususnya perizinan 
perindustrian dan perdagangan (perizinan usaha) 
merupakan salah satu pelayanan perizinan yang 
penting karena menyangkut masalah investasi 
dan erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, 
karena sangat berhubungan dengan pendapatan 
riil masyarakat.3 Terselenggaranya pelayanan 
perizinan usaha yang baik akan menjadi titik 
tolak bagi kemajuan ekonomi. Namun di tingkat 
daerah, upaya untuk mewujudkan perizinan 
terpadu melalui perizinan satu atap yang dapat 
memangkas waktu proses pembuatan izin 
usaha masih banyak mengalami kendala. Selain 
membutuhkan dana yang tidak sedikit, political 
will dari kepala daerah juga menjadi kunci utama 
keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan 
pelayanan perizinan usaha.4

Penerapan SPM dalam perizinan diharapkan 
secara nyata dapat memberikan dampak yang 
sangat signifikan, antara lain peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan 
perdagangan dan investasi, adanya penyerapan 
tenaga kerja di sektor industri.5 Sebagai dampak-
nya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah akan semakin tinggi. Masyarakat 
mengganggap bahwa pemerintah dapat memenuhi 
kebutuhan mereka serta mampu dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan mandat yang telah 
diberikan oleh mereka. Dengan demikian, pemer-
intah yang akuntabel diharapkan dapat tercipta.

Kota Pematangsiantar sebagai salah satu 
daerah otonom berkewajiban untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya 
pelayanan perizinan sesuai dengan SPM sehingga 
menjadi pemerintah yang akuntabel. Sebagai 
upaya untuk pemenuhan kewajiban tersebut, 
Pemerintah Kota Pematangsiantar telah memiliki 
Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Hal ini ditandai 
dengan dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga 
Teknis Daerah Kota Pematangsiantar. Namun 
demikian, pembentukan badan ini belum diikuti 
dengan penerapan SPM terkait dengan pelayan
an perizinan terpadu sehingga masyarakat 
belum dapat melihat adanya perbedaan kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota 
Pematangsiantar, baik sebelum atau sesudah 
Badan ini dibentuk. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan di Kota Pematangsiantar, maka perlu 
mengimplementasikan Standar Pelayanan Mini-
mal dalam mencapai pemerintah yang akuntabel. 
Untuk itu, pemerintah Kota pematangsiantar perlu 
belajar dari pemerintah daerah lain yang telah 
melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di 
Pelayanan Perizinan Terpadu dan terbukti berhasil 
dalam implementasinya. Salah satu pemerintah 
daerah yang telah menerapkan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan standar 
pelayanan minimal adalah Pemerintah Kabupaten 
Jembrana. Hal ini dibuktikan melalui keberhasilan 
Pemerintah Kabupaten Jembrana menempati 
peringkat 4 terbaik untuk kabupaten di Indonesia 
dalam bidang pelayanan penanaman modal tahun 
2009,6 survei dilaksanakan oleh Komisi Peman-
tauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kabupaten 
Jembrana memiliki jumlah penduduk 261.618 
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jiwa7 hampir sama dengan Kota Pematangsiantar 
yang memiliki penduduk 234.855 jiwa.8 Dengan 
penerapan SPM ini, masyarakat di Kabupaten 
Jembrana dapat melihat dan merasakan adanya 
kualitas pelayanan yang terukur dengan adanya 
kepastian prosedur, biaya, dan waktu.9

Atas dasar itu maka tujuan penelitian adalah 
implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
di Kabupaten Jembrana dan keterkaitannya 
dengan menciptakan pemerintah daerah yang 
akuntabel. khususnya dalam pelaksanaan pelayan
an perizinan satu pintu di Kabupaten Jembrana. 
Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan model 
bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk 
melaksanakan perizinan satu pintu dengan aturan 
SPM demi terciptanya pemerintah daerah yang 
akuntabel di masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 
berbagai sumber terkait dengan SPM dan Peme
rintah yang akuntabel. Selanjutnya melakukan 
interpretasi terhadap data-data tersebut. Data-data 
yang terkait dengan SPM adalah mengenai penera-
pan SPM di Kabupaten Jembrana dan kaitannya 
dengan kepastian prosedur, waktu, dan biaya. 
Selanjutnya melihat dampak implementasi SPM 
yang mempunyai keterkaitan dengan menciptakan 
pemerintahan yang akuntabel, melalui data-data 
peningkatan PAD, perkembangan perdagangan 
dan penyerapan kerja, dan nilai investasi Kabu-
paten Jembrana dari Tahun 2005–2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SPM di Kabupaten  
Jembrana	
Sistem pelayanan perizinan satu pintu di Kabupa
ten Jembrana telah dilaksanakan sejak Mei 2003. 
Visi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, di 
Kabupaten Jembrana adalah “Menciptakan Pela­
yanan Prima Melalui Pola Pelayanan Satu Loket 
dengan Dukungan Dinas Teknis Terkait Objek 
Perizinan”, yaitu pelayanan optimal secara cepat, 
tepat, bersih dan minimal memenuhi standar yang 
telah ditetapkan.2 Pada tahap awal pelaksanaanya, 
Bupati Jembrana melakukan koordinasi dengan 
Dinas Informasi, Komunikasi, dan Perhubungan 

dan dengan dinas/instansi teknis yang terkait 
dengan objek perizinan. Selain itu, studi banding 
ke kabupaten lain juga dilakukan sebagai upaya 
mencari perbandingan terhadap pola pelayanan 
perizinan. Langkah selanjutnya adalah melakukan 
sosialisasi mengenai keberadaan Pelayanan 
Perizinan Satu Pintu ini kepada masyarakat.2 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) 
Kabupaten Jembrana dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003, yang ke-
mudian diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2008. Pergantian dasar pembentukan KPPT 
disebabkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perang-
kat Daerah. Peraturan pemerintah ini bertujuan 
untuk menata kembali sistem birokrasi di daerah 
agar sesuai dengan kebutuhan dan keunikan 
daerah. Kabupaten Jembrana menyelenggarakan 
65 jenis pelayanan, yaitu 59 jenis pelayanan 
perizinan usaha, lima jenis layanan akta catatan 
sipil, dan satu jenis layanan Kartu Tanda Pencari 
Kerja (Kartu Kuning).10 

Perizinan usaha merupakan pelayanan yang 
paling utama yang diberikan oleh KPPT karena 
dilihat dari segi jumlah sangat mendominasi tugas 
dari KPPT. Penyebab lainnya adalah perizinan 
dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk 
berusaha di Kabupaten Jembrana. Tiga hal utama 
dalam melaksanakan pelayanan perizinan di 
Kabupaten Jembrana adalah kepastian prosedur, 
biaya, dan waktu.

Kepastian Prosedur
Prosedur pelayanan di Kabupaten Jembrana 
dibuat dalam bentuk bagan alir, artinya setiap 
proses akan melalui tahapan-tahapan, dimulai dari 
verifikasi (penelitian dan pemeriksaan berkas) 
sampai pada tahapan akhir yaitu penetapan/
penandantanganan surat izin.10

Prosedur pelayanan publik dibuat sederhana, 
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilak-
sanakan serta diwujudkan dalam bentuk flowchart 
(bagan alir) yang diperlihatkan dalam ruang 
pelayanan.11 Bagan alir ini berfungsi sebagai 
petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan, infor-
masi bagi penerima pelayanan, media publikasi 
secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan 
mengenai prosedur pelayanan kepada penerima 
pelayanan, pendorong terwujudnya sistem dan 
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mekanisme kerja yang efektif dan efisien, serta 
pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat 
dan aparat pengawasan untuk melakukan 
penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi 
pelaksanaan kerja.

Selain mengatur mengenai tahapan, prosedur 
juga menyangkut persyaratan teknis dan admi-
nistratif pelayanan yang diinformasikan secara 
jelas kepada masyarakat.11 Dalam menentukan 
persyaratan teknis dan administratif, Pemerintah 
Kabupaten Jembrana telah mengkaji terlebih 
dahulu persyaratan pelayanan itu sehingga benar-
benar sesuai dengan jenis pelaksanaan yang akan 
diberikan, dan menghilangkan persyaratan yang 
bersifat duplikasi dari instansi yang terkait dengan 
proses pelayanan. Persyaratan tersebut kemudian 
diinformasikan secara jelas dan diletakkan di 
dekat loket pelayanan. Bagan alir proses pela
yanan di KPPT Kabupaten Jembrana ditampilkan 
pada Gambar 1.

Kepastian Waktu
Terdapat dua jenis proses penyelesaian perizinan 
di Kabupaten Jembrana, yaitu melalui proses 
pemeriksaan lapangan dan non pemeriksaan 
lapangan. Perizinan melalui proses pemeriksaan 
lapangan maksimal memerlukan 10 hari kerja 
terhitung sejak permohonan masuk loket, dengan 
perhitungan sebagai berikut,10 pelaksanaan 
pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya lima 

hari kerja sejak berkas permohonan masuk loket, 
dan pelaksanaan pengkajian lapangan selambat-
lambatnya dua hari kerja sejak pemeriksaan la-
pangan serta penerbitan izin selambat-lambatnya 
tiga hari kerja sejak pembayaran izin. Sedangkan 
Proses non-pemeriksaan lapangan maksimal 
memerlukan tiga hari kerja sejak permohonan 
masuk loket dengan ketentuan sudah melunasi 
biaya administrasi layanan perizinan.10 Pemer-
intah Kabupaten Jembrana menetapkan 51 jenis 
perizinan yang harus melalui proses pemeriksaan 
lapangan dan telah menetapkan delapan perizinan 
yang tidak perlu proses pemeriksaan lapangan. 

Dalam memberikan pelayanannya, KPPT 
memberikan pelayanan berdasar nomor urut 
permintaan pelayanan, artinya yang pertama 
kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu 
dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap 
(menerapkan asas First in First Out/FIFO). 
Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pela
yanan publik telah diinformasikan secara jelas 
dan diletakkan di depan loket pelayanan, ditulis 
dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak 
pandang minimum tiga meter atau disesuaikan 
dengan kondisi ruangan.10

Kepastian Biaya
Standar biaya pada setiap jenis layanan besaran-
nya mengacu pada peraturan daerah, peraturan/
keputusan bupati, berupa retribusi biaya izin dan 

Gambar 1. Bagan Alir (flowchart) Prosedur Pelayanan di KPPT Kabupaten Jembrana12
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sumbangan pihak ketiga (SP3). Kepastian rincian 
biaya pelayanan diinformasikan secara jelas 
kepada masyarakat di dekat loket pelayanan.10 
Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan 
mengurangi semaksimal mungkin pertemuan 
secara personal antara pemohon/penerima 
pelayanan dengan pemberi pelayanan. 

Selain itu, KPPT Kabupaten Jembrana 
tidak menerima pembayaran secara langsung 
dari penerima pelayanan namun melalui Bank 
yang ditunjuk oleh KPPT. Di samping itu, setiap 
pungutan yang ditarik dari masyarakat harus 
disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan 
jumlah yang dibayarkan untuk meningkatkan ke-
percayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten 
Jembrana.2

Dampak Pelaksanaan SPM  
di Kabupaten Jembrana
Dengan adanya SPM pada KPPT Kabupaten Jem-
brana secara nyata telah menghasilkan dampak 
bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 
tumbuh dari tahun ke tahun sebagaimana 
diperlihatkan oleh Tabel 1.13

Dari Tabel 1 dapat dilihat rata-rata persentase 
kenaikan PAD Kabupaten Jembrana dari Tahun 
2004–2009 sebesar 16,9 %.

Di samping itu, implementasi SPM juga 
dapat menghasilkan jumlah penerimaan dari 
retribusi untuk PAD. Peningkatan ini disebabkan 
oleh adanya pertumbuhan di sektor industri dan 
perdagangan baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas seperti yang dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan 
jumlah usaha di bidang perdagangan serta me-

Tabel 1. Besar PAD dan APBD

APBD/PAD 2004 2005 2006 2007 2008 2009

APBD (juta) 205.0 234,9 339,3 402,1 451,2 514,2

PAD (juta) 9,78 10,47 11,2 14,98 15,7 20,75

Tabel 2. Sumbangan Setiap Jenis Penerimaan Terhadap Pembentukan PAD Kabupaten Jembrana Tahun 2005–2009.12
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ningkatnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten 
Jembrana.12

Tabel 4 menunjukkan investasi di Pemerintah 
Kabupaten Jembrana terutama Penanaman Modal 
Dalam Negeri, adanya kecenderungan peningkat
an jumlah investasi dan jumlah perusahaan yang 
menanamkan modalnya di Kabupaten Jembrana.12

Dengan pertumbuhan ekononomi yang 
baik, tingkat kesejahteraan masyarakat telah ter-
cipta. Masyarakat yang menjadi objek pelayanan 
publik akan merasa puas akan pemerintahnya 
karena mampu memenuhi kebutuhannya sebagai 
warga negara. Kepercayaan masyarakat, dalam 
hal ini masyarakat Kabupaten Jembrana, terhadap 
pemerintahnya akan menghasilkan Pemerintah 
yang akuntabel.

Implementasi SPM di Pemerintah Kota 
Pematangsiantar
Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai salah 
satu daerah otonom di Indonesia, telah mengerti 
arti penting pelayanan publik berkualitas. Hal ini 
ditandai dengan Pembentukan Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pematangsiantar 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2010. Namun demikian, pembentukan BPPT Kota 

Pematangsiantar belum diikuti dengan penetapan 
dan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang 
menjadi dasar bagi BPPT melayani masyarakat. 
Sebagai akibatnya, masyarakat tidak antusias 
menanggapi pembentukan badan ini karena 
tidak adanya transparansi atas prosedur, waktu 
dan biaya dalam pengurusan izin. Masyarakat 
tidak merasakan manfaat apa pun dari pelayanan 
terpadu satu pintu ini, karena belum adanya 
efisiensi dan efektivitas pelayanan oleh birokrasi 
pemerintah. 

Kepastian Prosedur
Prosedur yang harus dilalui pemohon izin untuk 
mendapatkan pelayanan perizinan tidak jelas 
karena bagan alir belum dibuat. Syarat adminis-
trasi yang harus dipenuhi tidak diinformasikan di 
BPPT, sehingga masih banyak pemohon izin yang 
menanyakan prosedur administratif yang harus 
dilengkapi. Dengan demikian mekanisme kerja 
yang efektif dan efisien tidak tercapai.

Kepastian Waktu
BPPT Kota Pematangsiantar belum membuat 
aturan resmi mengenai waktu yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian proses perizinan sehingga 

Tabel 3. Jumlah Perkembangan Perdagangan dan Penyerapan Kerja di Kabupaten Jembrana

Tabel 4. Nilai Investasi di Kabupaten Jembrana
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informasi yang diharapkan pemohon izin untuk 
waktu yang diberikan pada setiap tahapan se-
hingga tidak ada kepastian waktu yang dibutuhkan 
dalam proses pembuatan izin..

Kepastian Biaya 
Standar biaya pada masing-masing jenis layanan 
besarannya telah ditetapkan pada Peraturan Dae-
rah/Peraturan Walikota, namun kepastian rincian 
biaya pelayanan belum diinformasikan secara 
jelas kepada masyarakat di dekat loket pelayanan. 
Selain itu, BPPT masih menerima secara langsung 
pembayaran dari penerima layanan.

Hasil yang diharapkan dari pembentukan 
BPPT yaitu menciptakan pemerintahan yang 
bersih dan akuntabel, belum tercapai karena 
masyarakat tidak merasakan langsung manfaat 
dari pembentukan sistem pelayanan perizinan 
terpadu karena belum adanya kepastian prosedur, 
kepastian waktu dan kepastian biaya.

KESIMPULAN DAN SARAN 
Melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal 
pada Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah 
Kabupaten Jembrana telah berhasil meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat karena mampu 
meningkatkan PAD, penyerapan tenaga kerja dan 
investasi. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah 
Kabupaten Jembrana mampu menciptakan 
Pemerintah Daerah yang akuntabel.

Selanjutnya Pemerintah Kota Pematang-
siantar mencontoh keberhasilan Pemerintah 
Kabupaten Jembrana menerapkan SPM di 
Pelayanan Perizinanan Terpadu, untuk mencapai 
Pemerintah yang akuntabel di masyarakat.
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